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ABSTRAK 

Angka Kematian Ibu di Indonesia menurut Hasil   Survei Demografi Kesehatan 

Indonesia 2012  menunjukkan AKI  sebesar  359 per 100.000  kelahiran  hidup. 

Kematian ibu ini dapat disebabkan oleh berbagai hal termasuk kegagalan Bidan 

mengenali risiko kehamilan dan persalinan, keterlambatan rujukan, kurangnya 

sarana yang memadai maupun pengetahuan dan keterampilan tenaga medis dan 

tenaga kesehatan dalam mengenal keadaan risiko tersebut secara dini. Mengingat 

berbagai risiko tersebut, diperlukan kebijakan perlindungan hukum terhadap pasien 

kegawatdaruratan dalam proses persalinan di puskesmas. Hal ini dilakukan untuk 

memberikan perlindungan hukum dan hak pelayanan kesehatan bagi pasien dalam 

proses persalinan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan 

pelayanan kesehatan bagi pasien kegawatdaruratan dalam proses persalinan, dan 

perlindungan hukum terhadap pasien kegawatdaruratan dalam proses persalinan 

yang mana penelitian dilakukan di Puskesmas Bengkulu Tengah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi 

penelitian deskriptif analitis. Data penelitian terdiri dari data primer dan data 

sekunder dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Objek 

dan Subjek yang diteliti adalah Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi, Puskesmas 

dan Bidan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan di 

Puskesmas belum maksimal dikarenakan masih kurangnya tenaga kesehatan  yang 

kompeten, alat kesehatan, sarana dan prasarana dalam melakukan pertolongan 

kegawatdaruratan dalam proses persalinan. Dapat diketahui bahwa hak untuk 

mendapatkan pelayanan sudah diatur, namun pelaksanaan hak untuk mendapatkan 

pelayanan yang bermutu dan berkualitas belum terlaksana secara optimal 

disebabkan oleh tata kelola puskesmas yang tidak baik. Untuk memberikan 

perlindungan hukum terhadap pasien kegawatdaruratan dalam proses persalinan, 

maka dinas kesehatan dan organisasi profesi, dalam hal ini IBI melakukan beberapa 

kegiatan diantaranya melaksanakan sosialisasi peraturan-peraturan dan juga 

pelatihan-pelatihan dalam bentuk workshop untuk meningkatkan kompetensi Bidan 

agar terhindar dari masalah hukum. Dilaksanakannya pengawasan terhadap 

kewajiban administratif seperti kepemilikan STR (Surat Tanda Register), SIPB 

(Surat Izin Praktik Bidan), dan Sertifikat Pelatihan APN (Asuhan Persalinan 

Normal), dan PPGDON (Pelatihan Penanggulangan Gawat Darurat Obstetri 

Neonatus) merupakan bentuk perlindungan yang bersifat preventif bagi pasien. 

Untuk perlindungan hukum yang represif belum dilaksanakan mengingat belum 

ditemukan kasus dimana pasien melaporkan Bidan ke pihak yang berwenang. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Pasien, Pelayanan Kesehatan, 

Kegawat-daruratan Persalinan 
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ABSTRACT 
 

The maternal mortality rate in Indonesia is still very high. This maternal death 

can be caused by various things including the failure of midwives to recognize the 

risks of pregnancy and childbirth, delays in referrals, lack of adequate facilities 

as well as the knowledge and skills of medical and health workers in recognizing 

these risk conditions early. Given these various risks, a legal protection policy is 

needed for emergency patients in the delivery process at the puskesmas. This is 

done to provide legal protection and the right to health services for patients in the 

labor process. This study aims to determine the implementation of health services 

for emergency patients in the process of childbirth, and legal protection for 

emergency patients in the delivery process, which research was conducted at the 

Bengkulu Tengah Health Center. 

 

This study uses an empirical juridical approach with analytical descriptive 

research specifications. The research data consisted of secondary data and primary 

data with data collection through literature study and interviews. Objects and 

subjects studied were the Health Office, Professional Organizations, Community 

Health Centers and Midwives. Data analysis using qualitative analysis. 

 

The results showed that the implementation of health services at the Puskesmas 

was not optimal due to the lack of competent health workers, medical devices, 

facilities and infrastructure in providing emergency assistance in the delivery 

process. It can be seen that the right to receive services has been regulated, but 

the implementation of the right to quality and quality services has not been 

implemented optimally due to poor health center governance. To provide legal 

protection for emergency patients in the process of childbirth, the health 

department and professional organizations, in this case IBI, carry out several 

activities including socializing regulations and also training in the form of 

workshops to improve the competence of midwives to avoid legal problems. The 

implementation of supervision of administrative obligations such as ownership of 

STR (Register Certificate), SIPB (Midwife Practice License), and APN Training 

Certificate (Normal Delivery Care), and PPGDON (Training for Emergency 

Obstetrics and Neonates) is a form of preventive protection for patients . For 

repressive legal protection, it has not been implemented considering that there 

have not been cases where the patient reported the midwife to the authorities. 

 

Keywords: Legal Protection, Patient Rights, Health Services, Emergency 

Childbirth
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